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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kauman Kecamatan

Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah

dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada penerapan prinsip good

governance.

1.

Pada indikator transparansi, Pemerintah Desa Kauman telah menyampaikan
informasi pengelolaan Dana Desa melalui berbagai media, seperti baliho
atau banner, papan informasi kegiatan, musyawarah desa, website resmi
desa, media sosial, WhatsApp, serta penyampaian melalui RT dan RW.
Masyarakat juga dapat memperoleh informasi secara langsung dengan
datang ke kantor desa. Namun, informasi mengenai tahapan pencairan Dana
Desa secara rinci masih lebih banyak disampaikan kepada BPD dan pihak
yang terlibat langsung, sehingga pemerataan informasi kepada seluruh
masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Pada indikator akuntabilitas, Pemerintah Desa Kauman telah melaksanakan
pertanggungjawaban melalui penyusunan SPJ pada setiap kegiatan,
pembagian tanggung jawab antara pengelola dan pelaksana kegiatan, serta
monitoring dan evaluasi. Setiap penggunaan Dana Desa didukung dengan

dokumen pertanggungjawaban dan diperiksa melalui pengawasan BPD



serta monitoring dan evaluasi dari pihak kecamatan. Meskipun demikian,
ketelitian dalam kelengkapan administrasi masih perlu terus ditingkatkan.
Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa
di Desa Kauman telah diterapkan dengan baik. Keterbukaan informasi
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi
penggunaan Dana Desa, sedangkan mekanisme pertanggungjawaban
memastikan bahwa penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif maupun dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai

berikut:

1. Pemerintah Desa Kauman diharapkan meningkatkan pemerataan
penyampaian informasi mengenai seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa,
tidak hanya mengenai penggunaan dan realisasi anggaran, tetapi juga proses
pencairan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

2. Pemerintah desa perlu mempertahankan dan mengoptimalkan penggunaan
berbagai media informasi, baik media konvensional maupun digital, agar
informasi Dana Desa dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Pengelola Dana Desa dan pelaksana kegiatan diharapkan meningkatkan
ketelitian ~ dalam  penyusunan  dan  kelengkapan  dokumen
pertanggungjawaban agar administrasi pengelolaan Dana Desa semakin

tertib dan konsisten.



4. BPD dan masyarakat diharapkan terus meningkatkan keterlibatan dalam
pengawasan pengelolaan Dana Desa agar prinsip transparansi dan
akuntabilitas dapat diterapkan secara berkelanjutan.

5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan
mengkaji prinsip good governance lainnya atau melakukan penelitian pada
lokasi yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang lebih luas mengenai tata

kelola pengelolaan Dana Desa.
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